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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif - -

< Ba Be

& Te

& s dengan titik di atas
d Je

C Ha* H an titik di bawah
¢ Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Z ngan titik di atas
B) Er

B Zet

o Es

8= Syin Sy Esdan ye
) gan titik di bawah
) e dengan titik di bawah
L Te dengan titik di bawah
L Zet dengan titik di

bawah

¢ ., Aln R Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

[ Fa F Fa

) Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

O Nun N En

B) Wau W We

3 Ha' H Ha

. Hamzah " Apostrof

s Ya' Y Ye

vii




Hamzah () yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa
diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis
dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai beri

Contoh:
u.f ‘kaifa
J b : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

viii



Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
“ | 1 .. | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
¥ dammah dan wau u u dan garis di atas
i : mata
LE‘J : rama
et :qila

4. Ta marbitah

1h yang hidup atau

Transl arbiitah ada dua, yaitu
mendapat h erasinya ialah  [t].

Sedangkan ta un, transliterasinya

ialah [h].
Kalau kuti oleh kata yang
menggunakan kat a itu terpisah, maka ta’

Contoh:

Jubyy 1% : raudah al-atfal
Lol iusll : al-madinah al-fadilah
1S : al-hikmah



5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda
tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan
ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:
L.' s rabbana

I

L
]
9
}

> najjaina

M
J|
[P
4 0‘
o
',
A
dan didahului oleh

Huruf

huruf kasrah ( Jah menjadi 1.

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J\(alif lam ma’rifah).
Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa.al-, baik
ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf gamariyah. Kata sandang

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

, o8, ‘ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
Aj;jj.r\ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)



[
u{f ’!0\

: al-falsafah
35*.5\ : al-biladu
7. Hamzah
Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

8. Penulisan

Kata, isti i i alah kata, istilah atau
kalimat yang belum d a. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjad pendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila
kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah
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9. Lafz al-Jalalah
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:

°

&) 252 dmullah B billah

Adapun ta 'marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, diteransliterasi deng

I (All Caps), dalam
transliterasin i ) penggunaan huruf
kapital berdas A [ laku (EYD). Huruf

kapital, misal ipaka : 3 ama,diri (orang, tempat,

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma Muhammadun illa rasil

Syahru Ramadan al-lazt unzila fihi al-Quran
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Inna awwala baitin wudi’a linndasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Nasr Hamid Abii Zayd

Nasir al-Din al-Tist

Al-Tafi

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abu (bapak dari) dan kata
Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abt al-Walid Muhaman
Walid Muhamm

i: Ibnu Rusyd, Abu al-
amad Ibnu)

d (bukan, Zaid

Nasr Hamid
Nasr Hamid

lis menjadi: Abt Zaid

B. Singkatan

Singka
Swit
Saw.
as
H

= Masehi

SM = Sebelum Masehi
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w = Wafat tahun
QS.../..4 = QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali ‘Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
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ABSTRAK

Ermawan, 2023. “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri
Palopo” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan
Sabaruddin

Skripsi ini membahas tentang “Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri
Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mempelajari tentang penerapan hak
hukum bagi para terdakwa kuran u di Pengadilan Negeri Palopo dengan
hasil penelitian yang menunj erapan dari posbakum sepenuhnya
belum terlaksana deng ilakukannya evaluasi terkait
peran dan tugas dari bantuan hukum sebagai
pemberi bant terdakwa K i Pengadilan Negeri

Palopo dima endala terkait Posba asih belum efisien
dalam memb emahaman kepada terdakwa t rmasalahan hukum
yang dihadap nis penelitian_yang digunakan penelitian hukum
empiris deng katan konseptual, yaitu penelit dilakukan dengan

melihat keny g ada di lapangan, Teknik peng
metode obser wancara (Ketua Posbakum Pen
dokumentasi. nelitian Nl menunjukkan bahwa
hukum bagi at.kurang m ng berada d
masih perlu a perbaikan dal ranya proses an bantuan hukum
bagi masyarakat,kuarang mamp berjalan sebagaiman mestinya. Sebab
seperti yang Kkita  ketahur ber hwa masih’ Kurangnya pengetahuan
masyarakat tentang hukum. sehin tharapkan dengan kehadiran posbakum
tersebut bisa membantu dan"memberikan pemahaman kepada masyarakat kurang
mampu akan hal-hal tersebut serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk hal
yang berkaitan dengan hukum tersebut. Peran posbakum juga sangat berpengaruh
untuk menjadi pembela bagi terdakwa kurang mampu sehingga tugas posbakum
bisa terlaksana dengan baik.

data menggunakan
egeri Palopo) dan
an tentang bantuan
ilan Negeri Palopo

Kata Kunci: Pemahaman Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,
Peran Posbakum, Pengadilan Negeri Palopo.
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ABSTRACT

Ermawan, 2023. "Application of Law Number 16 0f 2011 Concerning Legal
Aid for The Underprivileged in The Palopo” Thesis of the Study Program
of Constitutional Law, Faculty of Syari’ah, Palopo State Islamic Institute.
Supervised by Muh. Darwis and Sabaruddin

This thesis discusses "Analysis of the Application of Law Number 16 Of 2011
Concerning Legal Aid for The Underprivileged in The Palopo District Court".
This study aims to: 1) In-depth study of the implementation of legal right for
underprivileged defendant at the Pa District Court to carry out an evaluation
regarding the roles and dutie kum. 2) Knowing the role of the
Posbakum as a provider derprivileged defendant at the
Palopo District Co to Posbakum which are
regarding the legal
gal research with a
ing at the reality in
bservation method
ntation of the result
to the community
evaluation and so
can runas it should

pe of research used I
conceptual ap namely an approach carried out
the field, da tion techniques using the inte
o District.Court Poshakum) and
of this stud te that the application of leg
underprivileg are at the Palopo District Court
that the proc plying legal aid to the underpri
because, as wi w that there lack of pub Iwdge about law so
e presence of th um can-help an vide understanding
to the less fortunatesabout these dcan become a protector for matters
related to the law. The role of Po is alsovery influential in becoming a
defender for underprivileged defendants so-that Posbakum duties can be carried
out properly.

Keywords: Understanding of Legal aid for Underprivileged People, Role of
Posbakum, Palopo District Court
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk hak konstitusional untuk
setiap warga negara dengan jaminan perlindungan dan juga persamaan didepan

hukum, sebagai bentuk sarana pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM). Hal

ini tentunya sesuai dengan ko hukum yang dihubungkan dengan

cita-cita negara kesej roses hukum, khususnya

hukum pidan 1dak mungkin b la dirinya sendiri.

Bagi masyara ng mampu, masyarakat telah me bantuan hukum.?
apto, bantuan hukums.pada poi nya memiliki arti

untuk mewu;j k-haksSerta juga mendapatkan p gan hukum wajar.

Prinsip Nega hendaklah n dan dike n menurut prinsip

demokrasi atau kedaulatan wrak umstidak boleh dibuat, ditetapkan,

ditafsirkan dan ditegakkan dengan an besi berdasarkan kekuasaan belaka.
Salah satu upaya untuk mewujudkan suatu keadilan atau kesamaan kedudukan
dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara
yang telah terlibat dalam kasus hukum. Bantuan hukum dapat diberikan untuk
seseorang tanpa pengecualian dengan alasan sosial masyarakat yang berbeda.

Sehingga dengan demikian setiap manusia yang ada di Negara hukum dapat

memiliki perlindungan dan hak asasi atas setiap orang. Bantuan hukum akan

!Angga, dan Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang
mampu di Indonesia” Jurnal Hukum 4, No.2 (2019): 218-236, https://ejournal.uniska-
kediri.ac.id/index.php/diversi.
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sangat bermamfaat jika diberikan oleh orang yang memahami hukum,
seharusnya bantuan hukum jangan hanya dilihat dalam arti yang sempit tetapi
juga dalam arti yang luas. Selain mempunyai tugas membantu kalangan kebawah
bantuan hukum juga merupakan Gerakan Moral yang memperjuangkan Hak
Asasi Manusia (HAM).

Pemberi bantuan hukum dapat memberi pendampingan bantuan hukum

baik materil maupun formil dan tuan hukum yang diberikan meliputi

pendampingan secara liti erapan tentang bantuan hukum
bagi masyaraka 0 telah melakukan
tugasnya seb estinya akan tetapi masi perlu dievaluasi
terkait bebera ang masih kurang;jaminan terha dan kewajiban ini
an landasan bagi pembentukan ndang Nomor 16

antuan hukum.?

miskin. harus patkan_-perlin n hukum karena

persamaan kedudukan bagi warg didepan hukum dengan tidak adanya
jurang pemisah rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang. Penyelenggaraan
pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum
merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak

warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan. Bantuan hukum

merupakan hak konstitusional atas jaminan perlindungan dan persamaan hukum,

?Herman Balla, Suardi, Fajar Hari Sandy, “Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat
Kurang Mampu”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339,
https://journalstih.amsir.ac.id.



https://journalstih.amsir.ac.id/

sebagai sarana pengakuan HAM. Bantuan hukum adalah perwujudan terhadap
keadilan jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan didepan hukum.
Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana
karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu termasuk
hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang
terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam stiap proses

hukum, khususnya hukum pidana, geara terdakwa tidak mungkin bisa untuk

membela dirinya sendiri.®

Bantuan hu ampu dan buta akan

hukum tamp upakan suatu yang dapat an relatif baru di

Negara-Nega mbang, bantuan shukum pada ya adalah sebuah

program yan hanya merupakan aksi kultu

tetapi juga aksi

struktural ya hkan.pada perubahan tatanan at yang tidak adil

menuju tatan asyarakat yang ampu memberi afas yang nyaman

bagi golongan mayoritas. Sehin gan demikian dalam mencapai akses
tersebut pemberi bantuan hukum merupakan salah satu wadah yang diberikan
pemerintah agar dapat memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat miskin

dihadapan hukum.*

SAhmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, “Peran Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id.

“Mayang Shari, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan bantuan Hukum
Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal limu Hukum, (2022), https://iainbengkulu.ac.id.
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Adapun ayat Alquran yang terdapat sangkut pautnya mengenai pemberian

bantuan hukum dalam hal ini yaitu terdapat pada

Sl e 5 g2 A Glog o (T, (il 1 UG

Terjemahnya: (5) Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah)

dan bertakwa, (6) dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), (7)
Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.®

Tiga ayat ini menggambar orang-orang yang suka memberi atau

berbagai kepada oran ri ataupun non-materi, yang

didasarkan tulus dan ada Allah, tanpa

mengharapka , sanjungan, atau pamrih dalam I, dengan keyakian

adanya paha sangat baik yang, didapatka hirat nanti, akan

mendapatkan ng mudah dari Allah dalam segal dan tujuannya.

Peneliti membahas Penerapan Undang Nomor 16

Tahun 2011 tentang bantuan:huk asyarakat kurang mampu sudah cukup
banyak dilakukan oleh parapenelit hulu. Berdasarkan hasil maka setidaknya
ditemukan beberapa literatur yang -membahas mengenai permasalahan ini, seperti
Isnandar Syaputra Nasution, Urgensi peran pengadilan dalam memberikan
bantuan pelayanan hukum terhadap orang miskin sesuai undang-undang nomor 16
tahun 2011 tentang bantuan hukum. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa
perlu adanya perlu adanya mekanisme keberlanjutan dalam penyelenggaraan Pos

Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan agar tidak ada

lagi rasa takut dan stigma negatif tentang pengadilan berdasarkan undang-undang

SKementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya



nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum tersebut. Pokok permasalahannya
adalah bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan
hukum masyarakat kurang mampu dengan memberi bantuan kepada para pencari
keadilan bagi masyarakat dalam bentuk ligigasi dan non litigasi.®

Mencermati penelitian terdahulu, terdapat unsur kebaruan dalam penelitian
ini terletak pada kajian isu hukum penelitian, yang mengkaji bagaimana

penerapan Undang-Undang Nomor 16, tahun 2011 tentang bantuan hukum bagi

masyarakat kurang mam I Palopo. Sehingga kita dapat
mengetahui fungsi ebut adalah menjadi
tugas mengen ukum bagi masyarakat k
itu sendiri se imana penerapannya pada mas urang mampu di

Pengadilan N lopo.

Selanju ngans adan Posbakum.. sal arapkan mampu

memberikan ahaman. kepada dakwa._terhadap“hukum yang sedang

dihadapinya agar para terdakwa b ar memahami kasus yang dihadapinya.
Pengadilan Negeri Palopo sendiri. dalam penerapan bantuan hukum bagi
terdakwa kurang mampu sangat berpotensi untuk menjadi wadah yang bisa
mendampingi terdakwa serta membantu menangani kasus yang dihadapi para
terdakwa. Selanjutnyya Posbakum juga sangat diharapkan bisa menjalankan
tugasnya sebagaimana mestinya agar selain memberi bantuan hukum juga

sebagai sumber pembelajaran bagi terdakwa agar lebih faham dan mengerti

mengenai bantuan hukum, kasus yang sedang dihadapinya, serta cara-cara dan

®Muhammad Ramdani Asni, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi
Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu”, Jurnal
limu Hukum, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143, https://ejournal.untag-smd.ac.id.
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metode dalam berkasus.

Selain itu kehadiran Posbakum juga dapat menjadi sebuah harapan yang
hendak diwujudkan agar masyarakat kurang mampu bisa dengan mudah
memahami proses-proses hukum dalam berkasus, tentunya dalam hal ini tidak
menutup kemungkinan bahwa Sebagian besar terdakwa masim banyak yang

belum memahami proses hukum dalam berkasus.

B. Rumusan Masalah

peneliti dapat merumuskan

Pengadilan Negeri

2. Bagaimana

um Bagi Terdakwa

Kurang

C. Batasan Masa

Batasan suatu masale ; untuk  menghindari  adanya
penyimpangkan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan
tercapai, beberapa Batasan masalah dalam penelitian ini akan terfokus pada
penerapanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi

Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo.



D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini bagi peneliti dapat mengungkapkan sebagai berikut:
1. Untuk mempelajari secara mendalam tentang penerapan Hak Hukum Para
Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Posbakum Sebagai Pemberi Bantuan

Hukum Bagi Terdakwa Kurang Mampu di Pengadilan Negeri Palopo.

E. Manfaat Peneltian
Manfaat peneliti muncul beberapa manfaat
sebagai berik

1. Manfaat

Hasil p ormasi di Fakultas

Syariah, sebag n kontribusi untuk
lImu Pengets akan menambah
wawasan yang n
dan asas-asas hukum yang anisu hukum yang dihadapi dalam
peneltian ini.
2. Manfaat praktis
Memberikan manfaat bagi semua kalangan Masyarakat luas terutama
setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap
Perguruan Ilmu Tinggi Fakultas Syariah memberikan sumbangsi khususnya limu
Ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang konsepsi

pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.



3. Manfaat bagi peneliti
Manfaat bagi peneliti yaitu menambah IlImu Pengetahuan dan wawasan
serta pembentukan analisis krisis serta pemenuhan persyaratan dalam

penyelesaian studi di Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palopo.

F. Defenisi Opsional

Definisi opasional yang dimaksud oleh peneliti yaitu untuk menghindari

kemungkinan kesalahan terjadis iran yang berbeda dengan maksud

utama peneliti dalam g ate maka perlu peneliti jelaskan

Tertang : 0 23| Indonesia  resmi
mengesahkan s tentang Bantuan
Hukum, yaitu antuan Hukum (UU
Bantuan Hukur iblik Indonesia Tahun
2011 Nomor 104.
2. Bantuan Hukum Perspektif Penegakan Hukum HAM

Bantuan hukum dalam perspekrif penegakan Hukum HAM adalah
pemberlakuan Bantuan Hukum kepada Masyarakat yang sama di depan hukum
(Equality Before the law) berbasis Hak Asasi manusia. Persoalan HAM menjadi
sorotan utama seiring dengan berkembangnya gagasan negara demokrasi
semakin mendunia. Hal ini tidak hanya menjadi sorotan masyarakat dan
organisasi internasional, melainkan juga pemerintahan yang peduli terhadap

upaya mewujudkan pemenuhan eksistensi pengakuan dan jaminan terhadap



penghormatan dan penegakkan HAM.
3. Penerapan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan
hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat
bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode,
dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

diinginkan oleh suatu kelompok atau_golongan yang telah terencana dan tersusun

sebelumnya. Penerapam proses kelanjutan dari proses

pembentukan h saran dan prosedur
penerapan hu uan hukum merupakan h onstitusional bagi
setiap warga tas jaminan perlindungan dan p
sebagai saran uan HAM.
4. PosBa kum

Pos Ba Hukum_(Posb

dalah jasa hukum yang diberikan oleh

pemberi bantuan hukumisecara cu a kepadapenerima bantuan hukum baik
diluar maupun didalam pengadilan:secara perdana, perdata dan tata usaha negara
dari seorang advokat yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan
kaidah serta hak asasi manusia. Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan
nafas yang menjadi tujuanya adalah perlindungan hak asasi manusia dan cita cita
keadilan jangan sampai menjadi kegiatan yang tidak berarti, hal ini seperti apa
yang menjadi kritik dari Todung Mulya Lubis yang melakukan kritik terhadap

bentuk bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual dengan

mengemukakan sejumlah kelemahannya yaitu:
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a. Bantuan hukum tradisional dan individual hanya bersifat “mengobati” tetapi
tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit tersebut dimana
masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya sendiri.

b. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum
tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar
pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.

c. Bersifat kekotaan, karena para ahlishukum yang menyediakan layanan bantuan

hukum ada di perkotaa kau oleh masyarakat perdesaan
dan wilayah-

ggu masyarakat kurang yadari hak-haknya

dekatan-pendekatan hukum, b aimana membantu

saianssecara tau mengatas

f. Masih berj sendirl;. tidak si bantuan hukum,

ma dengan org
padahal organisasi bantuan huk ggap cepat menyelesaikan konflik.
g. Belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial, dimana gerakan bantuan
hukum dikaitkan dengan power resources sehingga posisi masyarakat akan
lebih kuat dan mempercepat penyelesaian konflik pusat pinggiran.
Berdasarkan urain diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum
merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara
sukarela kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang propesional seperti

advokat atau pengacara guna mendapingi hak hak masyarakat yang membutuhkan

jasa bantuan hukum.



BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
1. Angga dan Ridwan Arifin dengan judul penelitian "Penerapan Bantuan
Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia.” dari hasil studi

Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa

bantuan hukum dan membusz asa khusus guna bertindak mewakili

serta melakukan tipe n Terdakwa. Penetapan dan

penunjuka atas wajib dilengkag at Kuasa Khusus

serta Surat ala Desa setempat
atau Kart : i minan Kesehatan
KH), atau Kartu
penelitian yang
“yaitu terletak pada
waktu dan lokasi pe terdahulu tidak membahas
bagaimana peran poshakum sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu.
2. Iftri Rezeki dengan judul penelitian "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan

Barat." Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris

dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini memerlukan

"Angga and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang
Mampu di Indonesia." DIVERSI: Jurnal Hukum 4.2 (2019): 218-236.

11
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beberapa upaya dalam rangka peningkatan efektifitas diantaranya melalui
peningkatan kualitas sumber daya manusia advokat, penandatanganan
komitmen/kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum.® Adapun
perbandingan antara penelitian yang dilakukan oleh Iftri Rezeki
dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu hanya

membahas tentang upaya peningkatan efektifitas dari advokat sedangkan

penelitian ini membahas tentan ran posbakum bagi masyarakat kurang

mampu serta penerapan rang mampu.

. Tirta dengan j embantu Masyarakat

Kurang M m Menyelesaikan Persoala (Study Kasus Pos

Bantuan Pengadilan.«Negeri Kota Penelitian ini

tode penelitian hukum nom g dimana hasil
bantuan hukum
oleh Lem al karena faktor
anggaran yang masihtergolong aktor akses informasi layanan bantuan
hukum yang masih minim didapatkan©leh masyarakat-masyarakat kecil serta
faktor kedudukan Lembaga Bantuan Hukum yang sebagian besar hanya
berada dikota-kota besar sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat

miskin di pedesaan yang membutuhkan layanan bantuan hukum.® Adapun

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh tirta dengan penelitian ini

8Iftri Rezeki. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat”, Jurnal NESTOR Magister Hukum 1.1: 209673.

°Tirta, “Peran Advokad Untuk Membantu Masyarakat Kurang Mampu Dalam

Menyelesaikan Persoalan Hukum (Study Kasus Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kota
Palopo)”, (2022), https://iainpalopo.ac.id.
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yaitu penelitian terdahulu membahas tentang masalah pemberian pendanaan
kepada posbakum yang kurang efisien sehingga ada beberapa hal yang
menjadi penghambat oleh posbakum dalam proses penerapannya sedangkan
penelitian ini membahas tentang peran dan penerapan posbakum tentang
pemberian pemahaman kepada terdakwa.

4. Nur Firman dengan judul penelitian “Peran advokat dalam memberikan

pelayanan hukum secara cuma-c terhadap masyarakat yang tidak mampu

dikota Makassar (DP Syariah dan Hukum UIN

hukum secara cuma-Cu masyarakat tidak

ng digunakan«yaitu pendekatan

yuridis sosiologis

penelitian ini dilakukan untuk

hui pemberlakuan

hukum teh . il iti tivitas pemberian

bantuan hu terhadap masy ng tidak-mamp h advokat di DPC

Peradilan Cabang Makassar.* n perbedaan antara penelitian yang
dilakukan oleh Nur Firman dengan_penelitian ini yaitu terdapat pada waktu
dan tempat serta penelitian terdahulu membahas efektifitas posbakum
sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran dan penerapan dari
posbakum serta bagaimana posbakum benar-benar berusaha untuk

mendampingi dan memberikan pemahaman terkait hukum yang sedang

dihadapinya.

ONurfirman, “Peran Advokat dalamMemberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma
Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu di Kota Makassar (DPC Peradi), (2018).
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5. Khairun Inayah Aliah dengan judul peneltian, “Tinjauan hukum islam terhadap
eksistensi dan wewenang advokad dalam mendampingi klien dipengadilan
agama Sungguminasa kelas 1B, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.” membahas tinjauan hukum Islam terhadap
eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi klien di pengadilan.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, atau non

doctrinal yang bersifat diskriptifg.dengan metode pengumpulan data yaitu

teknik wawancara (int men atau bahan pustaka. Hasil

perkara p an proses konsultasi.'! penelitian Khairun

gan penelitian® ini, yaitu terlet waktu dan lokasi

penelitian elitian terdahulu membahas Tinj kum islam terhadap

eksistensi enang advok. lam menda lien di pengadilan

agama sed an penelitian ini aji tentang bagarmana peran posbakum

dalam mendampingi terdakwa asus yang dihadapinya serta penerapan
dari posbakum tentang memberikan pemahaman mengenai tentang bagaimana
proses hukum dan kasus yang sedang dihadapinya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitri dengan judul “Pemberian Bantuan
Hukum Terhadap Masyarakat kurang Mampu yang dilakukan oleh Lembaga
Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge”, yang membahas tentang

peran Lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge dalam

pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu yaitu dengan

UKhairun Inayah Aliah, “Tinjauan hukum islam terhadap eksistensi dan wewenang
advokad dalam mendampingi klien dipengadilan agama Sungguminasa kelas 1B, Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, https://core.ac.uk.
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memberikan bantuan kepada para pencari keadilan bagi masyarakat dalam
bentuk litigasi dan nonlitigasi, dimana minimnya pengetahuan tentang
eksistensi dan peranan lembaga bantuan hukum Sipakatau Sipakalebbi
Sipakainge, terbatasnya SDM di lembaga bantuan hukum sehingga belum
mendapatkan bantuan dana dari pemerintah sehingga para terdakwa
menggunakan dana pribadi dalam menangani kasus hukum yang

dihadapinya.'> Adapun perbedaansantara penelitian yang dilakukan oleh Eka

Fitri dengan penelitia terdahulu membahas tentang

ipakainge sedangkan
penelitian

as tentang peran dan pe ri posbakum serta

pemberian

hukum berupa pemahaman ter s dan jalur hukum
yang sedan
7. Penelitian

“Peranan

membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu
yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum jaringan advokasi masyarakat
Borneo. Pokok permasalahannya adalah bagaimana peran lembaga bantuan
hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu serta bagaimana kendala yang
dihadapi lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu.
Anggapan masyarakat bahwa lembaga bantuan hukum jaringan advokasi

masyarakat Borneo berbayar sebab terbatasnya SDM di lembaga bantuan

2Chrisbiantoro, M Nursolikin, Satrio Wirataru, “Bantuan Hukum Masih Sulit diakses,
Jakarta: Kontras (2014).
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hukum advokasi masyarakat borneo.®* Perbedaan penelitian Muhammad
Ramdhani Asni dengan penelitian ini yaitu waktu dan tempat penelitian serta
bagaimana Peranan Lembaga Bantuan Hukum jaringan advokasi masyarakat
Borneo dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang
mengakaji tentang biaya dalam penanganan kasus dan terbatasnya SDM
sedangkan penelitian ini mengkaji tentang peran dan penerapan dari posbakum.

8. Penelitian yang dilakukan Ang idwan Arifin dengan judul “Penerapan

Bantuan Hukum Bagj Mampu di Indonesia” yang
membahas t eh Poshakum secara

etiap pengadilan yang ada

a untuk masyarakat

agi masyarakat yang kurang

idak mungkin bisa

ndiri dan bagi masyarakat yang

mampu pemerintah

telah men Posbakum i alternatif emberian bantuan

masih.banyak kat yang kurang mampu yang belum

mengetahui hal “tersebut se mereka.~merasa tidak dibantu oleh
pemerintah.!* penelitian AnggapRidwan Arifin yaitu terdapat pada waktu dan
tempat serta membahas tentang kurangnya informasi terkait adanya posbakum

sehingga terdakwa merasa tidak dibantu oleh pemerintah sedangkan penelitian

ini membahas tentang peran dan penerapan dari posbakum.

¥Muhammad Ramdhani Asni, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi
Masyarakat Borneo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Fakultas
Hukum, Jurusan Ilmu Hukum”, Jurnal llmu Hukum, Vol.8, No.2, (2023), Hal.129-143,
https://ejournal.untag-smd.ac.id.

14Angga, Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di
Indonesia”, Diversi Jurnal Hukum, Vol.4, No.2, (2018), Hal.218-236, https://ejournal.uniska-
kediri.ac.id.
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Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana efektivitas
advokat dalam pemberian bantuan hukum dengan mendampingi masyarakat
kurang mampu di pengadilan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu
memperjelas bagaimana prosedur penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2011 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, sehingga kita akan
mengetahui peran posbakun sebagai pemberi bantuan hukum bagi masyarakat

kurang mampu. Selanjutnya Kita n mengetahui bagaiamana peranan dari

posbakum untuk diterap nerima peran posbakum yang

sebenarnya ser uas mengenai kasus
hukum yang

hadapi di pengadilan, se I bagimana proses-

proses dala um. Penelitian.. terdahulu anya membahas

pendampinga etika mendampingi terdakwa berkasus, tanpa

membahas te mberikan pemahaman terkait ap gaimana proses dan

juga hukum Selanjutnya n ini..juga juan memberikan

memberikan penjelalasan.mengen gnya peran Posbakum sebagai pemberi
bantuan hukum bagi masyarakatskurang mampu sebagai salah satu bentuk
tanggung jawab atas peran dari Posbakum, sehingga dalam hal ini Posbakum
sendiri dapat menjamin dan memenuhu atas hak bagi penerima bantuan hukum
untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional semua warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum serta
berusaha untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan, masyarakat akan lebih mudah dalam memahami kasus

hukum.
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Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Palopo memberikan layanan berupa
memberikan layanan baik informasi, konsultasi dan advis hukum yang mampu
memberikan pemahaman terkait hukum yang sedang dihadapi bagi terdakwa
sehingga terdakwa benar-benar memahami dan mengerti atas perkara kasus

dihadapinya dan dapat dengan mudah mengikuti proses hukum.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Bantuan Hukum

Tertanggal 31 Okto smi mengesahkanUU pertama

mengatur khus i 0. 16 Tahun 2011
tentang Bantu (UU Bantuan Hukum), terc Lembaran Negara

hun 2011 Nemor:104. Undang- No.16 tahun 2011

tentang Bant um sebagal hukum positif (lus um), yaitu hukum

yang berlaku luruh® Warg a dalam._su u tertentu dan di

dalam suatu tempat tertentu. yaitu esatuan.Republik‘Indonesia.®

Berkaitan UU Bantuan Hu ak bisa.memisahkan di masa sebelum
berlakunya UU bantuan Hukum. Pemikiran untuk membentuk adanya UU khusus
yang mengatur tentang bantuan hukum sejatinya sudah digagas sejak jauh
sebelum adanya UU Bantuan Hukum, yakni di Tahun 1970, yaitu disahkannya
UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Bantuan
hukum itu sendiri meliputi penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan,

pembelaan atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum

penerima bantuan hukum dengan berbagai aspek dan tujuan-tujuannya.

PKarto Manalu. Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin. (Jakarta: CV. AZKA
PUSTAKA, 2021). 23
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Hal ini dapat kita lihatdalam bunyi ketentuan BAB VII tentang bantuan hukum
yang mengatur terdiri 4 (empat) Pasal yakni Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38,
untuk lengkapnya bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 35:
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 36:

Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan
penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan
Penasehat Hukum.

Pasal 37:
Dalam memberi bantu
Hukum membantu
Pancasila, hu

asal 36 diatas, Penasehat
an menjunjung tinggi

Pasal 38:
dalam Pasal-Pasal 35, 36 dan
dang-undang.*®

but di atas diatur

tuan hukum tidak dapat ditu k secara perdata

maupun pida na-memberi tuan huku menjadi tanggung

jawabnya dengan. itikad baik, lam_ruangan sidang maupun diluar
ruangan sidang, sesual demgan st antuan” hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau kode etik advoked. Bantuan hukum bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap individu yang terlepas dari status sosial atau ekonomi
mereka memiliki akses yang adil ke sistem peradilan. hal ini tentu melibatkan
kesempatan bagi individu yang tidak mampu atau yang menghadapi hambatan
lainnya untuk memahami, menghadapi dan menyelesaikan masalah hukum

mereka. Selain itu, bantuan hukum juga bertujuan untuk melindungi hak-hak

dasar individu, dengan memberikan pelayanan hukum yang memadai, bantuan

18 Andi Muhammad Sofyan. Hukum Acara Pidana. (Jakarta: Prenada Media, 2020). 98
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hukum membantu individu untuk memahami hak-hak mereka, mencegah
pelanggaran hak dan memberikan perlindungan saat hak-hak mereka dilanggar,
serta mendorong keadilan sosial dalam sistem hukum dan membantu
menciptakan sistem hukum inklusif.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal yang termasuk dalam BAB VII
Undang- Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman ini, sangat jelas sekali menyebutkan bantuan Hukum

sebagai judul dalam kete da Pasal 38 disebutkan secara

eksplisit dengan kum ini akan diatur

lebih lanjut dang-undang. Kemudian s disebutkan dalam

penjelasan Pa n Pasal 36 tersebut.di atas adala i berikut:

Pasal 35:

Merupakan s s yang penting bahwa seoran terkena  perkara
mempunyai h memperoleh bantuanhukum. H nggap perlu karena
ia wajib diber ungan sewaj erludiingat entuan dalam Pasal
8, di mana searang tertuduh wajib p tidak bersalah pai adanya putusan

Pengadilan yang menyatakan
hukum yang tepat. Karena penti
tersendiri tentang bantuan hAukum.

ya dan telah memperoleh kekuatan
aka supaya diadakan Undang-undang

Pasal 36:

Sesuai dengan sila Prikemanusiaan maka seorang tertuduh harus diperlakukan
sesuai dengan martabatnya sebagai manusia dan selama belum terbukti
kesalahannya harus dianggap tidak bersalah. Karena itu ia harus dibolehkanuntuk
berhubungan dengan keluarga atau penasehat hukumnya terutama sejak ia
ditangkap/ditahan. Tetapi hubungan ini dengan sendirinya tidak boleh merugikan
kepentingan pemeriksaan yang dimulai dengan penyidikan. Untuk itu penyidik
dan penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap hubungan tersebut
sesuai dengan ketentuan-ketentuan data Hukum Acara Pidana tersebut.”

Sulaiman Tripa, Rekonseptualisasi Hukum Indonesia. (Lampung: Bandar Publishing,
2019).143
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Berdasarkan bunyi penjelasan ketentuan Pasal 35 UU No. 14 Tahun 1970
tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, khususnya alinea pertama, ketahui
bahwa bantuan hukum itu sendiri sebagai asas yang penting bagi setiap orang
yang berperkara, serta menjadi wajib untuk untuk diberikan perlindungan. Dari
bunyi penjelasan pada alinea yang ketiga dapat kita ketahui bahwa, adanya
perintah sebagai amanat dari Undang-Undang untuk mengadakan suatu Undang-

Undang khusus mengenai Bantuan_Hukum. bagi masyarakat kurang mampu.®

Sampai saat ini bantuan n jalan pendampingan perkara
didalam maupu alam perkara perdata

an bantuan hukum, tetapi rkara-perkara yang

menempatkan ntah sebagai_pihak. tergugat dan

menjadi penggugat

yaitu di Peng ta Usaha Negara.

2. Bantuan H rspektif Penegakan Hukum.HA

sebagai..obyek

Pengala pahit.bangsa | deritaan perkosaan

Hak Asasi Manusia (HAM), sela jah oleh-kolonial Belanda dan Jepang
mengakibatkan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia menjadi arif dan
bijak dalam memandang dan menyikapi permasalahan yang dihadapi, khususnya
mengenai kemanusiaan dan keadilan dalam tatanan pergaulan internasional.

Atensi dan keprihatinan Pejuang dan Pendiri bangsa Indonesia tersebut telah

terukir dalam Pembukaan UUD NKRI 1945.

18Dwi Rezki Sri Astarini, and MH SH. Mediasi Pengadilan. (Jakarta: Penerbit Alumni,
2021). 43.
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Konsep kemerdekaan dalam kaitan disini memperjuangan hak asasi
manusia tidak akan dapat dilaksanakan jika hanya sebatas menjadi kajian saja,
tindakan praksis berupa pelaksanaan kemanusiaan dan keadilan dapat
dilaksanakan diwilayah Republik Indonesia. Salah satucaranya, dalam konteks
penegakan hukum adanya gerakan bantuan hukum yang sejalan dengan prinsip
hukum Hak Asasi Manusia (HAM).?® Realisasi Bantuan Hukum berdasarkan

standart Penegakan hukum bersumbeg.pada Konstitusi, apa yang terkandung di

dalam konstitusi yang m ukum HAM dapat dikatakan
menjadi acuan [ l,para penegak hukum.
Maka dalam

Ini, akan Penulis paparkal ungan Konstitusi

n hukum HAM.%

(UUD NKRI ususnya berhubungan dengan P

Secara

kum adalah serangkaian peratu mengatur tingkah

laku manusi bermasyarak rbangsa. dan ara yang bersifat

memaksa dan sanksi yang tegas cipta kehidupan“manusia yang aman,

tentram, adil dan sejahtera. Pene ukum_dilaksanakan melalui berbagai
jalur dengan sanksinya sebagal daya pengikat dari suatu peraturan perundang-
undangan yakni penegakkan hukum dilaksanakan melalui jalur pengadilan dan
luar pengadilan. Penegakkan hukum melalui jalur pengadilan dilaksanakan
dengan sanksi yang akan menimpa siapa saja yang melanggarnya. Pemberian

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu hanya dapat dilakukan oleh

advokat yang sudah terdaftar pada pengadilan tinggi setempat.

PArtidjo Alkostar, Negara Ini Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan, (Yogyakarta:
Pusham UI11,2008). 61

2H. Boy Nurdin. Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.
(jakarta: Penerbit Alumni, 2020)



23

Hak untuk memperoleh jaminan didalam hukum telah diatur didalam
banyak instrument hukum selain di Undang-Undang Dasar 1945. Diantaranya
adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Upaya perlindungan dan penegakkan HAM telah mengalami pasang surut, Hak
bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum
diatur untuk memastikan pemenuhan jaminan perlindungan kepastian hukum

yang adil dan persamaan dimuka hukum. Advokat sebagai salah satu penegak

hukum lainnya harus dapa I keprofesiannya dan kode etik

yang menagtur I lagi advokat yang

menjadi bagi fia peradilan yang ada. arus sesuai tepat

sasaran dala n bahwa orangwyang menad bantuan hukum

sebagaimana ari pemberian bantuan hukum i orang-orang yang

sesuai denga a yang dimak alam Unda g Dasar bantuan

Pemberian bantuan-hukum o aga bantuan hukum memiliki peranan
yang sangat besar yaitu untuk mendampingi terdakwanya sehingga dia tidak
akan diperlakukan dengan sewenag-wenangnya oleh aparat, demikian juga
dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapaianya keputusan
yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan, dengan adanya bantuan hukum
maka orang yang kurang mampu dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat
perekonomian yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat

keringanan untuk memperoleh penasehat hukum.

ZIAbdau Abdi Chaniago, Mahdi Nasution, Fauziyah Lubis, “Peranann Advokat dalam
Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal
Pengabdian Masyarakat, VVol.3, No.3, (2023), Hal.705-710, https://journal.laaroiba.ac.id.
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3. Penerapan Bantuan Hukum

Penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, arti lain
penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan
hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang
diinginkan oleh suatu Kelompok atau golongan yang telah terencana dan
tersusun sebelumnya. Salah satu faktor masyarakat miskin harus mendapatkan

bantuan hukum dikarenakan ada persamaan kedudukan warga negara

didepan hukum.

Penyelen diberikan kepada

penerima ban merupakan salah satu up mewujudkan hak-

hak atas ko bantuan hukum».itu sendiri masalah hukum

keperdataan, an juga tata usaha negara baik | aupun non litigasi

yang melipu lankan kuas dampingi, i, membela, atau

melakukan Ti an hukum lain epentingan hukum' penerima bantuan

hukum. Penyelenggara bantuan hu tujuan untuk menjamin dan memenuhi
hak bagi penerima bantuan  huk untuk mendapatkan akses keadilan,
mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip
persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin kepastian penyelenggara
bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah NKRI,

mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.??

2Ahmad Dasan, Susiyanto, Sinung Mufti Hangabei, Mikho Ardinata, “Peran Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu”, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol.7, No.1, (2022), Hal.114-126,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id.
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Bantuan hukum semata-mata ditujukan guna memastikan ketentukan
hukum dapat diterapkan tidak dengan sewenang-wenang, persidangan dapat
dilaksananakan secara adil dan demi menegakkan keadilan di masyarakat.
Pemberian bantuan hukum bagi terdakwa juga dapat dimaknai sebagai salah
satu wujud pelaksanaan atau praduga tak bersalah yang pada intinya
menegaskan untuk tidak terlebih dahulu menganggap bersalah seseorang yang

didakwa hingga dijatuhkan putus emidanaan berkekuatan hukum tetap

terhadapnya, pemberian erdakwa dalam kondisi normal

an  hukum dilakukan jalan  pemberian

dap perkara_didalam maupun

ngadilan, konsep

bantuan huk m Undang-Undang bantuan huk

pakan kristalisasi

negara dalam_penyelenggaraan hukum, hal ini

sejalan den apa yang din oleh cappellettr~dan gorley dalam

artikelnya yang berjudul.“legal ai m themes and variantions”, yaitu pada
dasarnya terdapat 2 model sistembantuan hukum, diantaranya yaitu: (1) Model
Yuridis Individual yaitu bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hal yang
dapat diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk melindungi
kepenting-kepentingan individual dan dilain pihak sebagai suatu hak akan
kesejahteraan. Model bantuan ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum

artinya pemberiana bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada

permintaan masyarakat yang membutuhkan. (2) Model Kesejahteraan yaitu

ZAnnisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, “Peran Pos Bantuan Hukum dalam
Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19” Paulus
Law Jurnal, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, https://ojs.ukipaulus.ac.id.
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memandang bantuan hukum sebagai bantuan dari Haluan sosial, misalnya untuk
menetralisasikan ketidakpastian atau kemiskinan, diperlukan peran negara
untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu cara
untuk memenuhi kebutuhan hukum itu.

Permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kaum atau golongan tidak

mampu adalah tidak terpenuhinya_hak-hak dasar mereka diberbagai bidang.

Setidaknya ada empat pe terhadap hak ekonomi, sosial

dan budaya a pandangan yang

menyatakan ekonomi, sosial dan buda

dituntut seca di Pengadilan.

ntuan hukum harus seiring d fas yang menjadi

dari Todung Mulya Lubis.yang'm Kritik terhadap bentuk bantuan hukum

yang bersifat tradisional dan individual dengan mengemukakan sejumlah

kelemahannya yaitu:

1. Bantuan hukum yang bersifat tradisional dan individual hanya bersifat
“mengobati” tetapi tidak mencari dan menyembuhkan penyebab penyakit
tersebut dimana masyarakat sebelumnya telah diasingkan dari hak-haknya
sendiri.

2. Sistem hukum yang ada masih menunjang bentuk-bentuk bantuan hukum

tradisional dan individual, dimana proses penyelesaian hukum masih berkisar
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pada pengadilan dan proses beracara yang ada didalamnya.

. Bersifat kekotaan, karena para ahli hukum yang menyediakan layanan bantuan
hukum ada di perkotaan dan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat perdesaan
dan wilayah- wilayah yang sulit dijangkau.

. Sifatnya pasif, menunggu masyarakat kurang mampu menyadari hak-haknya
dan mengklaimnya.

. Terlalu terikat pendekatan-pendekatan hukum, bukan membantu penyelesaian

secara cepat atau meng
. Masih berjal j isasi bantuan hukum,

padahal o antuan hukum dianggap pat menyelesaikan

konflik.

. Belum me pada terciptanya gerakan sosia a gerakan bantuan

hukum di i masyarakat akan

lebih kuat n konflik pusat giran.

Berdasarkan uraian, diatas hukum-merupakan jasa hukum baik
litigasi dan non litigasi yang diberikan.secara sukarela kepada masyarakat yang
dilakukan oleh orang propesional seperti advokat atau pengacara guna mendapingi

hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.?*

C. Kerangka Pikir
Kerangka pikir dalam penelitian ini berangkat dari teori-teori yang telah
dikemukakan pada penjelasan sebelumnya. Untuk mempermudah memahami

teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori maka untuk melihat

24Supriyono, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak
Mampu di Kabupaten Situbondo”, Vol. 21, No. 1, Hal.91-99.
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bagaimana Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Pengadilan Negeri

Palopo dapat dilihat pada bagan berikut:

PENERAPAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU

Bagan 2.1 S
Kerangka pikir.tersebut n bahwa_penerapan bantuan hukum
bagi masyarakat kurang mampu. berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun
2011 tentang bantuan hukum perlu dilakukan prosedur secara baik dan teratur
yang dimulai dengan penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang
mampu sehingga merujuk dan berlandaskan kepada UU Nomor 16 Tahun 2011,
selanjutnya kita melihat bagaimana prosedur yang dilakukan oleh pos pemberi
bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan selanjutrnya kita

melihat bagaimana penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu

serta peran posbakum sebagai pemberi bantuan hukum.



BAB IlII

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini studi lapangan (field research), masalah yang diajukan
berasal dari realita sebenarnya, tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah

Masyarakat pada saat itu. Maka e yang digunakan untuk penelitian ini

adalah metode peneliti endekatan kualitatif untuk

mengungkapka tuan hukum kepada

Masyarakat ti u. Penelitian ini mendasark nelitian lapangan

yang dilaku an memakai® pendekatan Em idis yang berarti

penelitian ya ghasilkan data deskripsi deng memperoleh data

secara langsu ubjek sebagai er pertama nelitian lapangan.

m hal terkait de gung._jawab negara dalam pemberian

bantuan hukum kepada masyaraka ampu.?

Pendekatan yang dilakukan adalah‘pendekatan konseptual yang merupakan
jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang
Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. Maka dari itu
pengalaman, pengamatan lingkungan, dan keadaan kongkrit harus dipastikan

langsung oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid bukan asumsi, praduga

ataupun konsep peneliti.?®

ZBambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; CV. Rajawali Pers,
1999).43.

%Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
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B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada intisari permasalahanan. Penentuan fokus
penelitian diarahkan pada tingkat kebaruan informasi sesuai dengan situasi dan
fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih
mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Hal tersebut harus
dilakukan dengan cara yang eksplisit agar kedepannya dapat meringankan

peneliti selanjutnya sebelum melakukan pengamatan/observasi.

C. Definisi Istilah
pengertian yang ng sesuatu istilah
yang mencak jadi ciri a tu. Definisi istilah
atau penjelas 3 3 asing-masing kata
kunci yang asalah) penelitian
berdasarkan
1. Bantuan Hukt

hukum. Bantuan hukum adalah ja ukum yang diberikan secara percuma
kepada penerimanya. Sedangkan masyarakat kurang mampu merupakan keadaan
dimana ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian,
tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

pendidikan dan pekerjaan.?®

2’Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
B\Wikipedia, Kemiskinan (Online) diakses Pada 15 Juli 2023
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2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk pemerintah pada setiap
pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,
konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
sesuai peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, peradilan
umum, agama, dan peradilan tata usaha negara. Posbakum memberikan

pelayanan berupa penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum

sebagaimana dimaksud d omor 16 Tahun 2011 tentang

bantuan hukum bantuan hukum.®

D. Instrum

Peneliti elakukanspenelitian menggunak itian kualitatif atau

yang lebih di ngan istilah pencarian alamiah ( tic Inquiry) karena

menekankan ahaman sit iah partisi kungan dan tempat
penelitian. Penelitian_sangat ber ada kondisi-atau situasi yang benar-
benar terjadi pada apa yang.seda erlangsung sesuai dengan keadaan dan
kenyataan lingkungan. Penelitian berangkat dari lingkungan, pengalaman dan
keadaan faktual bukan dari praduga, asumsi, maupun konsep peneliti. Hal tersebut
mengharuskan peneliti masuk dan mendalami situasi politik, ekonomi, budaya,
yang berlaku di lingkungan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini ialah

menemukan pemahaman yang baru dari situasi ataupun gejala yang diteliti.*°

Rachmad Abduh, Faisal Riza, “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama”, Jurnal EduTech,
Vol.4, No.2, (2018), https://jurnal.umsu.ac.id.

%), R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia, 2010). 10
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E. Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang
merupakan data mentah (raw data) yang masih memerlukan pengolahan lebih
lanjut. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara atau interview ataupun
diperoleh dari sumber pertama.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah pkumen-dokumen, jurnal-jurnal

ilmia, artikel ilmi merintah atau Swasta.

Berbeda deng primer yang belum diolah, maka under adalah data

yang diolah.

Teknik p ngan pengamatan
langsung. Peneliti melakuk empat terdapat objek penelitia
untuk diamati menggunakan pancaindra yang kemudian dikumpulkan dalam
catatan atau alat rekam. Sehingga dalam hal ini observasi disebut sebagai studi
partisipasif karena peneliti harus menjalin hubungan dengan responden dan untuk
ini harus membenamkan diri dalam pengaturan yang sama.

2. Metode wawancara (Interview)
Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam

bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai

informan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun
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wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu
proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara
membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-
hal yang ditanyakan.
3. Metode dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen

sebagai salah satu sumber daya y digunakan untuk melengkapi penelitian.

Dokumen yang digunak er tertulis, gambar atau foto.
tu hal yang dilakukan
cetak membahas

oleh peneliti ngumpulkan data dari b

mengenai nar yang akan diteliti:

dilakukan s emperoleh alah menganalisis

data tersebut. Analisis data me kedudukan penting dalam penelitian

guna mencapai tujuan penelitian. D ang diperoleh tersebut akan diproses dan
dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga didapat suatu kesimpulan yang
merupakan hasil akhir dari penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
analisis Kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar
yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan.

Selain hasil, penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang
terjadi dan Dberlangsung pada sumber data (subjek/informan, objek, dan

responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, disamping data

yang dihasilkannya. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan
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berdasarkan  perspektif partisipan, yakni berdasarkan proses subjek
mengkonstruk atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskrispsikan
makna yang disusun subjek. Peneliti menerapkan metode analisis data secara
kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian,
metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data
yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara,

peraturan hukum yang berkaitan demgan permasalahan penelitian, data studi

kepustkaaan yakni literaturge permasalahan peneliti



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Lokasi Penelitian
Pengailan Negeri Palopo memiliki lokasi yang Strategis dalam kota dan

juga berdekatan dari kantor pemerintahan seperti Kantor Wali kota Palopo.

Terdapat beberapa jenis bantuan iberikan kepada pencari keadilan yang

tidak mampu. Pengadi jiban melayani masyarakat
mencari dala ga berdekatan dari Ka an seperti Kantor
Wali kota Pa diberikan kepada
pencari keadi i i : i opo berkewajiban
aya memberikan

pelayanan ya ai 3 /8 yuna mewujudkan

Pada tahun 1957, P i jaksaan masih satu atap satu kantor
dan pada tahun 1960 pengadilan dig an dengan kejaksaan dan pada waktu
itu Kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan dijalan
Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 Kantor Pengadilan Negeri Palopo

di pindahkan ke Jalan Jendral Sudirman yang sekarang berganti jadi jalan Andi

Jemma No.126 Palopo.

35
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2. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Palopo
Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah luwu, Pengadilan

Negeri Palopo disebut pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

Onder Afdeling Palopo;
e Onder Afdeling Masamba;
e Onder Afdeling Rantepao;

e Onder Afdeling Malili;

e Onder Afdeling Me
Bahwa i ijjabat oleh Bapak H.

Zulfahmi, S. ., Pengadilan Negeri Palopo gkatkan kelasnya

menjadi Peng egeri Kelas4' B dan, pada tangg i 2009, Bapak H.

Rival Rasyad Ketua Pengadilan tinggi. Makas smikan kenaikan

kelas I B Pen egeri Palop i Surat Kepu kretaris Mahkama

Agung RI No

1/SEK/SK/\//200 | 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Pres publikdndonesia Nomor 3 tahun 2008
tanggal 26 januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri
termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri
Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri
Palopo). Pada tanggal 25 maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkama Agung RI,
Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., telah meresmikan operasional Pengadilan
Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba.

Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba

maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya
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merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum
Pengadilan Negeri Malili dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba.
Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian
tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14
tahun 2016 tanggal 26 April 2016 tentang pembentukan beberapa Pengadilan

Negeri termasuk diantaranya pembentukan Pengadilan Negeri Belopa dengan

wilayah hukum kabupate aggal 22 oktober 2018 termasuk

salah satu dari a erasionalisasinya oleh

q saat ini adalah:

Junaidi, S.
e Baramuddi

e LaOdeMuhammad L

A. Zainal Mappasoko, S. H.;
e Abdul Kadir, S. H.;

e Abdul Rachmad, S. H.;

e Makkasau, S. H., M. H.;

e Fatchul Bari, S. H.;

e Dr. H. Zulfahmi. S. H., M. Hum

o Wayan Karya, S. H., M. Hum

H. Yulisar, S. H., M. H;
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e Sarwono, S. H., M. Hum

e Albertus Usadah, S. H., M. H.

e Ig. Eko Purwanto, S. H., M. Hum

e Hasanuddin. M, S.H, M.-H

e Ahmad Ismail, S. H, M.H*

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Palopo

Pengadilan negeri palopo merpakan pengadilan tingkat pertama dengan

pengadilan tinggi Makas ingkat bandingnya. Pengadilan
Negeri kelas 14E nstitusi i, bawah Mahkamah
Agung RI s
menyelengga i adilan. Pengadilan
Negeri Palop i j amah Agung R,
bertugas dan an menyelesaikan

perkara diting ota Palopo.

Visi dari PosbakumPengadilan Negeri Palopo Terwujudnya Pengadilan
Negeri Palopo yang Agung. Sedangakn Misinya sendiri yaitu Menjaga
kemandirian Pengadilan Negeri Palopo; Memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari keadilan; Peningkatan kualitas
kepemimpinan di Pengadilan Negeri Palopo; Resolusi dan transparansi di

pengadilan Negeri Palopo.
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b) Tujuan dan Sasaran Pengadilan Negeri Palopo

2)

3)

4)

5)

6)

Adapun tujuan adanya pengadilan Negeri Palopo yaituMeningkatkan
pelayanan hukum kepada masyarakat; Meningkatnya akselerasi
pelayanan hukum kepada masyarakat; Meningkatkan tingkat pendidikan
aparatur yang memadai; Meningkatkan moralitas dan integritas aparatur
pengadilan peradilan; Meningkatkan evaluasi kinerja pelayanan hukum

kepada masyarakat; Meningkatkan tingkat kesadaran danketaatan hukum

masyarakat. Sedang pgadilan Negeri Palopo adalah
Terwujudnya
aranya peradilan

ja peradilan yang

Akbar, S.H., Dr. lustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Panitera/Hasma H, S. E., S. H.

Sekretaris/Nasaruddin, S.E., M.M., Panitera Muda, Srimaryati, S.H.
(Panitera Muda Perdata), Tombi, S.H. (Panitera Muda Pidana)

Kepala Sub Bagian/Mirayati Botto, S. Kom, (Kepala Sub Bagian Umum
dan Keuangan), Leonita Ferinella, S. Kom. (Kepala Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana)
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7) Panitera Pengganti/Harifuddin, Hendra Bela Salurante, S.H., Suwandi
Zainal, S.H.

8) Jurusita/Andi Kumala., Amirullah

9) Jurusita Pengganti/Zakarias Sattu, S.H.

10) Staf Pelaksana/Muhammad Armiyanto Karim, S.E., Fadly Bakri, S.E.,
Lisa Londong Pare, S.E., Abdul Rahman, A.Md. Kom., Giovani

Yogiswara, S.E., Danang Teguh Sri Hatmoko, S.H., Singgih Widhosari,

S.E., | Made Bima esendo Situmorang, S.H., Gita
aningsih A., S.H.,
din, Erwin Yusuf

an Arkam Sultra,

B. Pembahasa
1. Pos Bantuan Hukum F

Pengadilan Negeri Palopo yediakan Posbakum yang melayani
pemberian Informasi, Konsultasi, dan Nasehat hukum atau membantu
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Posbakum di Pengadilan juga
dapat memeberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di
persidangan. Posbakum Pengadilan Negeri Palopo bertugas membantu

pengadilan dalam menangani perkara bebas yang ditangani oleh pengadilan.

Posbakum adalah organisasi yang misinya memberikan bantuan hukum kepada

3https://www.pn-palopo.go.id.Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo
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masyarakat miskin yang kurang memahami hukum dan membantu pengadilan
dalam membantu para terdakwa dalam perkara prodeo pidana, perdata dan
pidana khusus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Palopo.*?

Adapun persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum bagi
masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo diantaranya: (1) Surat
Keterangan Tidak Mampu/SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/lurah/Kepala Wilayah setingkat yang bersangkutan tidak mampu

membayar biaya perkara. njangan Sosial lainnya seperti

kartu keluarga kartu beras miskin
atau sejenisn sis data pemerintah yang oleh instansi lain
yang berwen tuk memberikan . keterangan t ampu. (3) Surat
keterangan ti pu membayar jasa advokat yang an ditandatangani
oleh pemoho n bantuan hukum pengadilan d ujui oleh petugas

okumen. hukum lah dibuat Posb

Posbakum. ( pengadilan. (5)

Pernyataan telah diberikannya yang _ditandatangani oleh petugas
Posbakum Pengadilan Negeri- Palopo.dan menerima layanan dari layanan
bantuan hukum pengadilan.

Selain itu perlu adanya surat pernyataan tidak mampu membayar jasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum
pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum, serta pemberi layanan bantuan

hukum yang terdiri dari formular permohonan, dokumen persyaratan yang telah

tertera, kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan, dokumen

$2https://www.pn-palopo.go.id.Website Resmi Pengadilan Negeri Palopo
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hukum yang telah dibuat Posbakum Pengadilan, dan apabila penerima layanan

Posbakum pengadilan tidak sanggup membayar perkara maka petugas

Posbakum akan memberi formular permohonan pembebasan biaya perkara

untuk diajukan kepada ketua penagdilan.

2. Penerapan Hak Hukum Bagi Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo
Sebagai upaya untuk memperkuat dan menjamin hak-hak terdakwa dalam

hal mendapatkan bantuan hukum ada penerapan oleh Posbakum sehingga

proses penerapan bantu t benar-benar dirasakan oleh

penerimanya. S ranya adalah sebagai

pelindung k manusia, agar kepentin ia tersebut dapat

terlindungi. tiga unsur.yang-harus diperh alam menegakkan

hukum, yaitu pastian_hukum harus ditegakka ilaksanakan. Setiap

orang mengh suatu huku hal terjadinya suatu

peristiwa yan ahami.Meskipun dunia akan runtuh,

hukum tetap hrus ditegakkan. Ha yang semestinya ada dalam kepastian
hukum, sebab kepastian hukum- merupakan perlindungan yang nyata yang harus
diterapkan terhadap pengguna hukum yang sewenang-wenang. (2) Masyarakat
sangat mengharapkan manfaat pada pelaksanaan atau penegak hukum yang
kredibel. Hukum adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan suatu keadilan

sehingga hukum harus benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. (3)

Masyarakat sangat berkepentingan dalam hal bahwa pada pelaksanaan dan
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penegakkan hukum keadilan sangat perlu adanya perhatian lebih, dalam pelaksaan
dan penegakkan hukum harus adil dan sesuai dengan tugas dan wewenngnya.*
Wujud dari pemberian bantuan hukum di masyarakat kurang mampu
terdapat permasalahan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya
access to law and justice bagi masyarakat kurang mampu, adapun permasalahan
tersebut adalah. Pemberian Bantuan Hukum yang belum berjalan secara utuh.

Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak

pernah dijalankan pada ti menjadi hukum”. Kerangka
hukum normatif i m tatanan praktik di
a konstituen regulasi ters akyat miskin masih
belum dijalan ara optimal oleh para advokat salah satu pemberi

bantuan huku apat tiga hal perilaku advokat d nghadapi persoalan

bantuan bagi iskin yaitu mengindari dengan i alasan, menerima

perkara dengan Syarat _perkara t harus menarik la massa sehingga

menaikan pamor advokat, dan“y: khir menerima sepenuhnya melakukan
pemberian bantuan hukum.

Kurangnya Kesadaran Hukum Seseorang akan melanggar hukum terkadang
disebabkan ketidakfahamannya akan hukum, bahkan dapat juga orang tersebut
akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan. Mengutip dari

pendapatnya John Rawls “Semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati

oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (justice as farness) di masyarakat.

BAdriyanto S. Kader, ‘“Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, Vol.2, No.2, (2014).
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Sehingga erlu adanya kesadaran oleh Posbakum itu sendiri dalam penerapan bantuan
hukum terhadap masyarakat kurang mampu.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada
hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang
diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi
tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka

atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam

perkara pidana pada hakek embela peraturan hukum jangan

sampai peraturan i, diterapkan dalam suatu

perkara, deng tujuan pembelaan dala ana disetiap proses

beracara men makna sebagal pemberian ban kum kepada aparat

atau penegak alam membuat atau memutuska eputusan yang adil

dan benar m eraturan hukum yang berlaku. as pembela bukan

mati-matian atau terdakwa tetapi adalah untuk
menegakkan hukum-dan keadilan asyarakat.

Agar bantuan hukum kepada.para pencari keadilan yang tidak mampu dapat
dilaksanakan dengan baik dan untuk memenuhi prinsip-prinsip Negara hukum
maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang mana masalah tentang bantuan hukum di atur
tersendiri di dalam Bab XI Pasal 56 dan Pasal 57, serta pada Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum yang di bahas di Pasal 68B dan

Pasal 68C, yang isinya adalah setiap orang yang berperkara mendapat bantuan

hukum, Negara yang menanggung biaya perkara tersebut, pihak yang tidak
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mampu harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat
domisili yang bersangkutan, serta setiap Pengadilan Negeri agar di bentuk pos
bantuan hukum kepada para pencari keadilan yang tidak mampu dalam
memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan
sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap terdakwa yang

menjalani pemeriksaan di pengadilandnempuyai hak untuk mendapatkan bantuan

hukum atau didampingi a secara cuma-cuma, ukuran
untuk ketidakm rkan surat keterangan
esa di tempat tinggal terda
aan dari program. bantuan hu I masyarakat tidak

memberdayakan keberadaan d aan hukum bagi

seluruh lapis arakat, jug rtujuan  untuk ah kesadaran dan

kepatuhan hu masyarakat, y alui penggunaa k yang disediakan

olen Negara dalam hal-membela ingan hukumnya di depan Pengadilan.
Walaupun belum ada pos bantuan hukum-di Pengadilan Negeri Palopo akan tetapi
pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu yang sedang
berperkara di Pengadilan tetap di berikan oleh hakim dengan cara menunjuk
penasehat hukum yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Palopo untuk

mendampingi terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan sampai proses

peradilan berakhir.
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Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan
hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tatanan praktiknya masih
kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan
hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara
maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin,
tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan

dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat

mengerti hukum dan dap ukum yang ada, yaitu dengan
memberikan pendi I masyarakat (civic

rsebut secara ideal dapat an suatu persoalan

ini, akan tetap belum sesuai.dalam tatanan impl

inya.

il penelitian yang dilakukan, d beberapa advokat

dan lembaga hukum yang _masih cenderu andang pemberian

bantuan huku i i emberian, bantuan Aukum bersifat pasif
dapat menjadi suatu parasit yang reduksi.eptimalisasi pemberian bantuan
hukum, walaupaun bantuan “hukum yang diperoleh bagi masyarakat kurang
mampu telah diterapkan namun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.
Sehingga dalam hal ini peran posbakum sepenuhnya tidak berjalan dengan baik
dan masih perlu adanya evaluasi serta peninjauan lebih lanjut mengenai Kinerja

yang dilakukan oleh posbakun itu sendiri agar nantinya peran dari posbakun

benar-benar terlaksana.
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Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dikatakan bahwa:
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.®*
Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur
dalam Pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.®®

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum

terhadap masyarakat yang tida m proses perkara pidana dinyatakan

dalam KUHAP, dim ereka yang tidak mampu

dan tidak me yang bersangkutan

pada semua pemeriksaan sdalam proses wajib menunjuk

penasihat huk mereka. Pemberian bantuan hu Lembaga Bantuan

Hukum memi nan yang sangat besar yaitu u dampingi Kliennya

sehingga dia n diperfaku an ‘sewena g oleh aparat yang

tidak bertanggungjawab, demi untuk membela dalam hal materinya
yang mana di sini diharapkan,dapat tércapainya Keputusan yang mendekati rasa
keadilan dari pengadilan.

Terkait konteks penyelenggaraan pendanaan untuk Lembaga Bantuan
Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan bantuan hukum adalah wujud

kewajiban pemerintah dan disalurkan melalui anggaran Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai penyelenggara bantuan hukum.

¥ pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

%pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBN, dapat diperoleh juga dari
Pemerintah Daerah tingkat | (Propinsi) dan Tingkat Il (Kabupaten, Kota), namun
dalam proses pemberian akreditas dan verifikasi tetap mengacu pada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya pengaturan lebih
lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana,tingkat keberhasilan yang dicapai setelah

berlakunya Undang-Unda ntang Bantuan Hukum terhadap

i Palopo yang memberi

pelayanan b um berdasarkan undang- ni mengacu pada

ketentuan ya apkan menteri: Standar bantua adalah pedoman

pelaksanaan bantuan hukum di lingkunga lan umum. Dalam

pedoman ini maksud dengan Pos Bantuan Posbakum) adalah

ruangan yang diakan-oleh seti dilan Negeri bagrAdvokat piket dalam

membenkan layanan bantuan hu pada pemohon bantuan hukum untuk
pengisian formulir permohonan bantuan hukum bantuan pembuatan dokumen
hukum, advis atau konsultasi hukum.

Berdasarkan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan
bantuan jasa advokat dapat dijelaskan bertujuan memberikan bantuan hukum
secara gratis yaitu jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima
pembayaran honorarium meliputi menjalankan kuasa, yaitu mewakili,

mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum
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dalam perkara pidana atau perdata dan pembebasan biaya perkara terhadap
pemohon bantuan hukum karena negara yang menanggung biaya perkara untuk
semua jenis perkara perdata, baik permohonan maupun gugatan, dan semua jenis
perkara pidana, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian
bantuan hukum kepada seorang terdakwa pada hakikatnya bukan bermaksud
membenarkan perbuatan jahat yang dilakukan dan lantas membuatnya bebas dari

setiap tuntutan yang diajukan olehgpenuntut umum terhadapnya. Pemberian

bantuan hukum kepada isi normal dilaksanakan secara

langsung  tan i tanggung jawab

diselenggaraa mberian bantuan hukum apa warga Negara

secara umum adaan Posbakum yang dibentu engadialan Negeri

Palopo dapat i peluang bagi siapa saja yang k emerlukan bantuan

hukum khusu am penelitian ini bagi masyaraka mampu.3®

Hak un hal mendasar yang
dimiliki oleh setiap ‘manusia, sal pentuk perwujudan dari perlindungan
hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki
arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah
hukum apalagi bila orang tersebut buta akan hukum. Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberi peluang terhadap perlindungan hak
warga negara yang sedang menjalani proses hukum, pemberian bantuan hukum

sangat jelas dijamin pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki telah mengatur

lebih khusus mengenai bantuan hukum yang tidak lain adalah salah satu bentuk

%Annisa Rahmadiana, Lies Sulistiani, Ajie Ramdan, “Peran Pos Bantuan Hukum dalam
Melakukan Pendampingan Hukum Kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi Covid-19”, Paulus
Law Jurnal, Vol.4, No.2, (2023), Hal.117-133, https://ojs.ukipaulus.ac.id.
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tanggung jawab negara terhadap warganegaranya. Bantuan hukum merupakan hak
mutlak atau hak asasi yang melekat pada setiap individu sehingga advokatlah
yang sangat berperan baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam
menjalakan fungsi bantuan hukum tersebut kepada setiap orang yang akan
mendapatkan bantuan hukum. Peranan advokat sangat diharapkan dapat berjalan
sesuai harapan agar masyarakat kurang mampu dapat menerima keadilan

sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini advokat benar-benar melaksanakan

tugas sesuai tugasnya.

3. Peran Pos tuan Hukum Bagi

ampu di Pengadilan Neg

endapatkanbantuan. hukum di P n Negeri Palopo,

kan oleh Kepala

ahwa benar yang

bersangkutan tidak.:mampu me iaya perkaras

b. Surat Keterangan Tunjangan.So lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin
(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras
Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung
Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS.

c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan
ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan
disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan. Pemberi layanan bantuan

hukum Pengadilan, yang terdiri dari:

e Formulir permohonan.
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e Dokumen persyaratan yang telah tertera.

e Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.

e Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan.

e Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh
petugas Posbakum Pengadilan dan penerima layanan dari layanan
bantuan hukum Pengadilan.®’

Terkait pemberian bantuan bagi masyarakat kurang mampu dalam

hal ini Posbakum memili enting, kehadiran Posbakum

sebagai pemberi kkan keadilan serta

sebagai salah uk untuk memperjuangkan Manusia terutama

dalam ranah akat kurang®mampu. Selanj osbakum berusaha

semaksimal agar peran dan tugas yang di esuai dengan hasil

yang diingin diharapkan, ga Bantuan merupakan suatu

wadah/tempat/lembaga.yang me tenaga; pikiran.hukum, karya hukum

yang digunakan dalam membantu hak yang terperkara. Menurut Peraturan
Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memiliki tujuan
untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses Keadilan, mewujudkan Hak pelaksanaan pemenuhan hak

untuk mendapatkan bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana pada proses

peradilan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

S7Syahrul, S.H. wawancara di Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 15 Februari 2023
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Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disajikan data bahwa ternyata
beberapa advokat mengaku tidak melakukan pendampingan karena memang tidak
ditunjuk atau dimintai bantuannya melakukan pendampingan pada terdakwa
ataupun korban tindak pidana. Hal ini dikarena pelaku ataupun korban tidak
diberitahukan haknya oleh penuntut umum. Atas kondisi demikian, tentu
disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor intern (dari para terdakwa sendiri)

dan faktor ekstern dari penuntut m yang menjadi penyebab tidak semua

terdakwa di dampingi pen am proses pemeriksaan, dengan

tidak adanya pe ra atau advokat yang

mendampingi dalam tahap penuntutan nyabagi terdakwa

adalah bahwa terdakwa dalam memperoleh b kum tidak ada atau

tidak didapat ingga akan merugikan hak-hak t . Kendala tak serta

merta datang rn peradilan, namun juga dari t atau pelaku tindak

pidana yang ang paham aka i dari _bantuan um. Ketidaktahuan

pelaku tindak pidana mengenain aan advokat sebagai pemberi bantuan
hukum yang dirasa mampu memperjuangkan hak-haknya sekalipun sebagai
seorang pelanggar hukum dikarenakan rasa tidak tahu yang sekaligus merasa
keberatan karena ketidak tahuan babhwa takut akan membebabi ekonomi pelaku
tindak pidana yang sedang mencari keadilan.

Perlunya Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo merupakan sebuah
langkah nyata yang begitu penting dan amat sangat dibutuhkan dalam rangka

mencari keadilan bahkan bagi mereka yang dinyatakan bersalah oleh hukum.

Bantuan Hukum adalah upaya satu-satunya seseorang tersanga/terdakwa dalam
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rangka memperjuangkan hak-haknya diperadilan dimana peran bantuan hukum
merupakan sesuatu langkah terakhir memperjuangkan Hak Asasi manusia.
Peranan Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan, antara lain mendampingi
tersangka/terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan terutama tingkat penuntutan
dan peradilan tindak pidana, sehingga terjaminnya hak-hak asasi manusia, selama
maupun setelah persidangan dan mengupayakan diversi tehadap kasus tindak

pidana agar pelaku tindak pidana dapatkan hak-haknya. Selama ini peran

Bantuan Hukum cukup mbangan perkara yang masuk

semua sudah ter ingan dari penasihat
hukum maup

m di Pengadilan Negeri P I dengan data yang

peneliti himp ala yang dihadapi.oleh Pos Ba kum dalam Proses

Peradilan Pid engadilan Negeri Palopo adala ang sudah peneliti

himpun menu bahwa peranan Pos Bantuan H Pengadilan Negeri
Palopo dalam i [ n masih ada kasus
tindak pidana yang dirasa. masih gsual depgan tujuan pemberian bantuan
hukum akibat terkendala koordinasi. antara para penegak hukum. Namun secara
keseluruhan penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Adapun kendala yang dihadapi sehingga
kurang efektifnya Bantuan Hukum, yakni kurangnya perspektif aparat penegak
hukum dan kurangnya pemahaman terdakwa atas kasus hukum yang dihadapinya
sehingga hal ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan

terdakwa/tersangka tindak pidana oleh Pos Bantuan Hukum maupun Advokat

selaku pemberi Bantuan Hukum.
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Walaupun pendampingan terhadap tersangka/terdakwa sudah dari tingkat
penyidikan namun penasihat hukum disana masih bersifat pasif dan hanya
mendengarkan pada saat proses pemeriksaan, sehingga dirasa akan kurang efektif
apabila nanti dalam proses persidangan akan membuat strategi pembelaan jika
tidak paham histori perkara yang ia tangani karena sangat sulit untuk meminta
salinan bab Dan lagi, seharusnya penunjukan penasihat hukum sudah langsung

diberikan pengadilan tanpa harusdiminta oleh tersangka/terdakwa karena

sebagian besar mereka ku I bantuan hukum bagi hak-hak

merupakan suatu konse terhadap adanya

kebutuhan m t atas adagium’ “hukum tajam k , hukum tumpul ke

ndang-undang Nomor 16 Tah tentang Bantuan

Hukum tidak ari_agenda reformasi hukum mberikan hak bagi

warga negarafnya untuk mendapa dilan (access to ice) dan hak untuk

mendapatkan peradilanwyang adi idak memihak (fair trial) diantaranya
melalui pemberian bantuan hukum.Metode yang dipergunakan adalah normatif-
empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni Undang-undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi
ketentuan hukum normatif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam
access to justice penyelenggaraan bantuan hukum.Tujuan dibentuknya Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah

payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum untuk lebih dapat bergerak
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bebas dan leluasa tetapi tetap dalam koridor hukum di dalam memberikan bantuan
hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat
tidak mampu.

Banyaknya lembaga-lembaga bantuan hukum yang bermunculan sangat
diharapkan peran serta yang nyata agar dapat menjadi asa baru di tengah
keputusasaan masyarakat awam dalam memperjuangkan hak-haknya di mata

hukum, baik dalam memperjuangkangermasalahan hukum yang di hadapi secara

non litigasi (di luar pen litigasi (di dalam pengadilan).

Tidak dapat di adap proses mencari

keadilan di n nta, Indonesia sangat kua r sehingga muncul

leh sebab itulah

sebuah Kketid aan terhadap® dunia peradilan

diperoleh has lembaga bantuan hukum memi | yang besar dalam

gga tidak han at menumbu apan baru di dalam

access to justi

dunia peradilan-tetapi juga menj i nyata.akan ke n yang sama bagi

siapa pun di muka hukum

Adapun wawancara lebifvlanjut yang dilakukan penyusun dengan Syahrul,
S, H. terkait pemberian konsultasi kepada penerima layanan Posbakum, beliau
menyatakan bahwa:

“Dalam pemberian konsultasi kami disini hanya menanyakan kondisi yang
mereka alami, misalnya dalam perbaikan identitas, maka kami
memberikan saran kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan
mau dibawa kemana urusan mereka nantinya. Sehingga nantinya kami
dapat melakukan tindaklanjut terkait hal tersebut. Selanjutnya, mengenai
peran dari Posbakum itu sendiri yaitu menyediakan layanan jasa
diantaranya seperti konsultasi, pemberian informasi hukum berupa tatacara
berperkara dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan Posbakum kepada
masyarakat tidak mampu yang ada dipengadilan Negeri Palopo ini
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bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa bantuan hukum sehingga

hak-haknya yang bersentuhan dengan hukum bisa terlayani dengan

prima.”3!

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Petugas Posbakum
menerima dan berkonsultasi dengan mereka yang memerlukan layanan
Posbakum mengenai kondisi yang mereka alami, jika mereka datang untuk
menyelesaikan urusan perbaikan identitas, maka petugas Posbakum juga harus

mendengarkan keluhan dari me datang dan meminta saran untuk

diarahkan kemana uru mereka tidak mengetahui

Peran d akum adalah memberikan konsu m menyelesaikan

perkara hany berikan pendapat hukum, sebag ang diminta oleh

penerima lay sbakum, yang untuk selanjut utusan mengenai

penyelesaian tersebut a mbil sendir para pihak yang

berperkara. Salah. satu' hal. vy p penting dalam” penyelenggaraan

pemberian bantuan hukum ini adal gan memperhatikan proses administrasi
berdasarkan peraturan yang berlaku. ©leh sebab itu, Posbakum di Pengadilan
Negeri Palopo sebagai pihak pemberi bantuan hukum harus betul-betul
memahami proses bagaimana tugas dan mekanisme baik secara administratif
maupun dampak positif yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan pelaksanaan layanan
Posbakum ini, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum

melalui Posbakum cukup berhasil, baik dari proses administrasi yang tertata dan

terbukukan dengan baik, termasuk laporan adaministrasi keuangan tersimpan
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dengan rapih dengan lengkap perbulannya. Namun memang masih perlu adanya
evaluasi lebih lanjut terkait tugas atau peran tersebut. Meskipun terkadang
laporan kegiatan palaksanaan posbakum menemui kendala, namun tidak berarti
karena disebabkan oleh kurang efektifnya kinerja dari Posbakum akan tetapi
tujuan dari adanya evaluasi tersebut agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan
dari tugas dan peranannya.

Dari paparan pelaksanaan kegiatan Posbakum di Pengadilan Negeri

Palopo pada intinya ada omitmen, proses dan output
(keluaran) yang_di i ang-undang, namun
gung jawab dan tantangan sing pihak secara
administratif melaksanakan« pregram posbha adapkan dengan
kekuatan-kek litik, ekonomi, dan sosial. Fa or tersebut akan
berpengaruh dampak, baik yang diharap upun yang tidak
diharapkan.

Terbitnya Undang=Undang ahun 2011 tentang Bantuan Hukum
beserta turunannya, memberikan penegasan berupa dukungan pemerintah dalam
memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat
dari berbagai undang-undang yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-
undang dikonversi dalam satu Undang- Undang yaitu Undang-Undang Bantuan
Hukum. Meski demikian, penyatuan ini bukan berarti mencabut seluruh
ketentuan yang telah ada sebelumnya. Begitu halnya dukungan sistem pemberian
bantuan hukum vyang saat ini dibangun secara nasional, yaitu melalui

Kementrian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memberikan
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peranan yang sangat besar bagi pelaksanaan Posbakum untuk memberikan
bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Peranan yang dimaksud adalah
regulator bantuan hukum, operator penyaluran dana bantuan hukum, dan
pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

Peran Posbakum di Pengadilan Negeri Palopo selain memberikan layanan
jasa kepada masyarakat tidak mampu juga sebagai pemenuhan untuk

mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan hak konstitusional bagi penerima

bantuan hukum. Selain i dilan Negeri Palopo sebagai

tempat masyar i ermasalahan yang

dihadapinya. n Posbakum Pengadilan lopo merupakan

bentuk imple tanggung jawab Negara Indones

Bantuan huk endiri akan sangat bermamfaat rikan oleh orang

yang benar-b mahami hukum. Sehingga. bant um jangan hanya

dilihat dalam yang sempit tet alam arti yang selain membantu

orang miskin bantuan,. hukum merupakan Gerakan moral yang

memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM).®

Dengan adanya Posbakum ini merupakan salah satu keadilan bagi seluruh
rakyat Indonesia terkhususnya dalam penelitian ini di Pengadilan Negeri Palopo,
yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam memberikan nasehat

hukum, penyuluhan dan membuat tuntutan hukum bagi mereka yang belum

mengetahui tentang masalah hukum. Pada hakikatnya dengan adanya Posbakum

®Herman Balla, Suardi Suardi, Fajar Hari Sandy, “Peran Pos Bantuan Hukum Pada
Masyarakat Kurang Mampu”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.3, (2023), Hal.333-339,
https://jurnalstih.amsir.ac.id.
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di Pengadilan Negeri Palopo diharapkan dapat memberikan bantuan kepada
mereka yang hendak beracara di Pengadilan tetapi tidak memahami akan
hukum. Sehingga terdakwa dapat dengan mudah mengetahui hukum yang
sedang dihadapinya dan agar kiranya peran dari posbakum itu sendiri dapat
berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga bagi masyarakat kurang mampu
dengan mudah memperoleh dan mengetahui terkait kasus yang sedang mereka

hadapi melalui Posbakum tersebut.3®

Peran Posbakum di engadilan merupakan layanan
bantuan huku i i, Konsultasi, dan

g bertujuan untuk

i bagi mereka'yang tidak tahu i masalah hukum

dan tidak ma bayar pengacara untuk menyel persoalan hukum.

ukum<bagi m rakat kurang merupakan upaya

persamaan di dalam_instrumen-internasional, yakni
Universal Declaration 'of Huma . Menjamin persamaan hukum dan
perlindungan dari penyiksaan, perlakuanytidak adil dan tidak manusiawi.

Peran Posbakum dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat kurang
mampu dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Negeri Palopo yaitu
memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. Posbakum di Pengadilan
Negeri Palopo berperan dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat

yang membutuhkan, Posbakum pada Pengadilan Negeri Palopo telah

menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum. Posbakum sebagai

$¥Miftahul Huda, Mifta Zulfalah Azzahro, “Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Bantul Tahun 20207, Jounal of
Social Science Research, Vol.3, No.2, (2020), Hal.6564-6574, https;//j-innovative.org.
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salah satu penyedia layanan hukum bagi Masyarakat kurang mampu, seharusnya
mampu menjalankan pelayanan hukum atau bantuan hukum terhadap
masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tahu bahwa mereka juga berhak
mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dengan seadil-adilnya.

Arti dan tujuan bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan
saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke

zaman lainnya, pengembangan dari kepsep bantuan hukum perlu diperhitungkan

karena dalam pola apapun kteristik dasar yaitu diberikan

untuk memuda i I._masyarakat kurang

mampu dala lap orang yang membutu ak dibebani oleh
prosedur yan t-belit atau tidak membebani klie
untuk masyarakat kurang mam dilakukan dalam
rangka usaha j ih li adarkan hak-hak
dari masyara i j penegakkan dan
pengembangan nilai-nilai. Hak anusia_sebagal sendi bagi tegaknya
negara hukum. Sifat dan jaenis darisbantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya
bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara
kolektif.

Hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung
jawab negara, namun prinsip persamaan dihadapan hukum dan pernyataan
bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Konsep bantuan hukum

struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi

terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju
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kearah yang struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan
pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum
atau politik, dan mekanisme pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Palopo adalah memalui Pos Bantuan Hukum yang
merupakan proyek departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama
dengan beberapa organisasi advokat karena penggunaan dananya harus

dipertanggungjawabkan dalam angg Departemen kehakiman dan HAM RI.4°

Bantuan hukum disini suatu istilah yang diajukan
pertama kali da asyarakat yang buta
n rendah yang tidak men menyadari hak-
haknya sebag k hukum atau-Karena kedudukan an ekonomi serta
akibat tekana i i [ unyai keberanian
untuk membe

Pada n yang diterapkan
olen Posbakum sudah berjalan OP yang berlaku namun pemberian
bantuan hukum ini dinilai masih kurang efektif dan kurang tepat sasarannya,
yang pada dasarnya harapan bagi masyarakat kurang mampu bahwa Posbakum
dapat diimplementasikan di pengadilan untuk memperkuat kerja pengadilan,
meningkatkan kapasitas dan pengembangannya serta tujuan yang diharapkan
dengan kehadiran dari Posbakum dapat memberikan pemahaman-pemahaman
terhadap masyarakat kurang mampu yang masih tidak paham mengenai hukum

untuk mengerti mengenai kasus yang mereka hadapi.

40Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011) hal.38.
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Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan
Negeri Palopo tidak lain adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai
penerapan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Posbakum
merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan pelayanan hukum
kepada masyarakat kurang mampu dan merupakan bukti penegakkan hukum di
Indonesia. Undang-Undang tentang bantuan hukum Nomor 16 Tahun 2011

merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memberikan perlindungan

hukum yang sederhana bagi ampu dengan prinsip-prinsip

Hak Asasi Man geri bantuan hukum di
Pengadilan N g sangat penting,
dalam memb hal ini Posbakum
sebagai pemb asyarakat kurang
mampu untuk emiliki hak yang

sama dengan



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan Hak Hukum Bagi Para Terdakwa di Pengadilan Negeri Palopo
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan

lembaga bantuan hukum yan asih cenderung memandang pemberian

bantuan hukum bersif berian bantuan hukum bersifat

pasif dapat menj hoptimalisasi pemberian

bantuan h upaun bantuan hukum ya h bagi masyarakat

kurang ma ah diterapkan.namun masih bel

i dengan apa yang

diharapkan ga dalam hal ini peran posbaku hnya tidak berjalan

dengan ba asih perlu nya evaluasi se njauan lebih lanjut

osbakun.itu sen gar nantinya peran

mengenai ja yang.dilakuk

dari posbakun benar-benar terl enerapan Posbakum yang dilakukan di
Pengadilan Negeri Palopo sangat diharapkan dapat menjadi peluang bagi
masyarakat kurang mampu dalam hal mendapatkan keadilan serta mampu
memberikan peluang bagi terdakwa agar mampu memberikan pemahaman
kepada terdakwa agar benar-benar mengerti dan paham terkait kasus yang
dialaminya atau yang dihadapinya.

2. Peran Pos Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum bagi terdakwa

kurang mampu di Pengadilan Negeri Palopo pada intinya adalah tidak saja

bicara komitmen, proses dan output (keluaran) yang diharapkan pemerintah
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dan pembuat undang-undang, namun disisi yang lain ada tanggung jawab dan
tantangan masing-masing pihak secara administratif untuk melaksanakan
program posbakum dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi,
dan sosial. Selain memberikan layanan jasa kepada masyarakat tidak mampu
juga sebagai pemenuhan untuk mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan
hak konstitusional bagi penerima bantuan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimp maka penulis menyampaikan

beberapa saran agar pemerintah lebih
mendalami la masyarakat kurang
mampu, agar dari Posbakum itu
sendiri dan L ) mampu sehingga
masyarakat k erja dan peran dari

Posbakum itu
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